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ABSTRAK

Pada beberapa waktu lalu, terjadi kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta yang dipicu
oleh kekesalah narapidana akibat keadaan Lapas yang menurut mereka melebihi
kapasitas hingga membuat pasokan air bersih dan listrik menjadi terbatas. Selain
pasokan air bersih dan listrik yang kurang, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah
Nomor 99 Tahun 2012 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999
yang mengalami pengetatan untuk pemberian remisi bagi pelaku yang melakukan
penggelapan dana negara (korupsi). Dari masalah diatas dapat ditarik dua rumusan
masalah. Pertama, bagaimanakah tata cara dan syarat pemberian remisi di Indonesia
menurut peraturan perundang-undangan. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 99
Tahun 2012 yang meniadakan remisi bagi pelaku yang melakukan penggelapan
dana negara (korupsi), orang yang terbukti mengonsumsi atau mendistribusikan obat-
obatan terlarang (narkoba) dan orang yang melakukan perlawanan terhadap negara
sehingga berakibat negara mengalami kerugian besar (terorsime). Apakah
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, pendekatan
perundang-undangan, serta menggunakan metode konseptual. Hasil dari penelitian
ini menyebutkan bahwa tata cara dan syarat pemberian remisi diatur oleh beberapa
peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995,
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan Keputusan Presiden Rrepublik
Indonesia Nomor 174 Tahun 1999. Kedua, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99
Tahun 2012 bertentangan dengan Undang-Undnag Dasar 1945 dan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1995 terkait kesamaan kedudukan di mata hukum dan
perlindungan Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci : korupsi, remisi, peraturan
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ABSTRACT

At some time ago, there was a riot in Tanjung Gusta Prison triggered by the
mistreatment of inmates due to the state of prisons that they think exceeded capacity
to make the supply of clean water and electricity become limited. In addition to the
lack of clean water and electricity supply, with the issuance of Government
Regulation No. 99 of 2012 Amendment Government Regulation No. 32 of 1999
which is tightening for the granting of remission for perpetrators who commit
embezzlement of state funds (corruption). From the above problem can be drawn
two problem formulations. First, what are the procedures and conditions for
granting remissions in Indonesia according to the laws and regulations. Second,
Government Regulation No. 99 of 2012 which eliminates remissions for perpetrators
who embezzle state funds (corruption), people who are proven to consume or
distribute illegal drugs (drugs) and people who carry out resistance to the state,
resulting in the state experiencing huge losses (terrorism). Does it conflict with
other laws and regulations in force in Indonesia. This research uses normative legal
research methods, statutory approaches, and uses conceptual methods. The results
of this study state that the procedures and conditions for granting remissions are
regulated by several laws and regulations, namely Law No. 12 of 1995, Government
Regulation No. 99 of 2012 and Presidential Decree of Republic Indonesia Number
174 of 1999. Second, that Government Regulation No. 99 of 2012 is contrary to the
Basic Law 1945 and Law No. 12 of 1995 related to the similarity of position in the
eyes of law and protection of Human Rights.

Keywords: corruption, remission, regulation
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